
BUPAT I K A P U A S H U L U 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

P E R A T U R A N B U P A T I KAPUAS H U L U 

NOMOR16 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEDOMAN P E N G E L O L A A N A S E T D E S A 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

B U P A T I KAPUAS H U L U , 

Menimbang : bahwa u n t u k me l aksanakan ketentuan Pasa l 45 
Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 1 t a h u n 2016 
tentang Pengelolaan Aset Desa, per lu menetapkan Peraturan 
Bupa t i tentang Pengelolaan Aset Desa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Daru ra t Nomor 3 T a h u n 
1953 Tentang Pembentukan Daerah T ingkat I I di 
Ka l imantan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5495) ; 

3 . Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemer in tahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, T a m b a h a n 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana te lah d iubah beberapa ka l i t e rakhi r dengan 
Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2 0 1 5 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, 
T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5679) ; 

4. Pera turan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 
Pera turan Pe laksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 123, T a m b a h a n Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
te lah d iubah dengan Pera turan Pemerintah Nomor 47 
T a h u n 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang Pera turan 
Pe laksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2015 Nomor 157, T a m b a h a n Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5717) ; 



5. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 113 T a h u n 2014 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

6. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 1 T a h u n 2016 
tentang Pengelolaan Aset Desa; 

7. Peraturan Bupa t i K a p u a s H u l u Nomor 79 T a h u n 2016 
tentang Keuangan Desa; 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N B U P A T I TENTANG PEDOMAN 
P E N G E L O L A A N A S E T D E S A . 

B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da lam Pera turan Bupa t i i n i yang d imaksudkan dengan : 

1. Daerah ada lah Kabupaten K a p u a s H u l u . 

2. Pemerintah Daerah ada lah Kepa l a D a e r a h sebagai u n s u r penyelenggara 
pemer in tahan dae rah yang memimpin pe laksanaan u r u s a n pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupa t i ada lah Bupa t i K a p u a s H u l u . 

4. Desa ada lah desa dan desa adat a tau yang disebut dengan n a m a la in , 
se lanjutnya disebut Desa, ada lah kesa tuan masyaraka t h u k u m yang 
memi l ik i batas wi layah yang berwenang u n t u k mengatur dan mengurus 
u r u s a n pemerintahan, kepentingan masyaraka t setempat berdasarkan 
p raka r sa masyarakat , hak asa l u s u l , dan/atau h a k tradis ional yang d i aku i 
dan dihormati da lam sistem pemerintahan Negara Kesa tuan Republ ik 
Indonesia. 

5. Pemer intahan Desa ada lah penyelenggaraan u r u s a n pemer intahan dan 
kepentingan masyaraka t setempat da lam sistem pemer intahan Negara 
Kesa tuan Republ ik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa ada lah Kepala Desa a tau yang disebut dengan n a m a la in 
d ibantu perangkat Desa sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Desa. 

7. B a d a n Permusyawaratan Desa a tau yang disebut dengan n a m a la in , ada lah 
lembaga yang me laksanakan fungsi pemer intahan yang anggotanya 
merupakan wak i l dar i penduduk Desa berdasarkan keterwaki lan w i layah 
dan di tetapkan secara demokratis. 

8. Aset Desa ada lah barang mi l ik Desa yang berasal dar i kekayaan as l i mi l ik 
Desa, dibeli a t au diperoleh a tas beban Anggaran Pendapatan dan Be lan ja 
Desa (APB Desa) a tau perolehan H a k l a innya yang sah . 

9. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangka ian kegiatan mu la i dar i 
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, 
pemel iharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, 
pelaporan, peni la ian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. 

10. Perencanaan ada lah tahapan kegiatan secara s istematis u n t u k m e r u m u s k a n 
berbagai r inc ian kebutuhan barang mi l ik desa. 
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1 1 . Pengadaan adalah kegiatan u n t u k me lakukan pemenuhan kebutuhan 
barang da lam rangka penyelenggaraan Pemer intahan Desa. 

12. Penggunaan ada lah kegiatan yang d i l akukan oleh Pengguna B a r a n g da lam 
menggunakan aset Desa yang sesua i dengan tugas dan fungsi. 

13. Pemanfaatan ada lah pendayagunaan aset Desa secara t idak langsung 
d ipergunakan da lam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan 
t idak mengubah s ta tus kepemi l ikan. 

14. Sewa ada lah pemanfaatan aset Desa oleh p ihak la in da lam j angka w a k t u 
tertentu dan mener ima imba lan uang tuna i . 

15. P in jam paka i ada lah pemanfaatan aset Desa an ta ra Pemerintah Desa 
dengan Pemerintah Desa l a in serta Lembaga Kemasyaraka tan Desa di Desa 
setempat da lam j a n g k a w a k t u tertentu tan pa mener ima imbalan. 

16. Ker jasama pemanfaatan ada lah pemanfaatan aset Desa oleh p ihak la in 
da lam j a n g k a wak tu tertentu da lam rangka meningkatkan pendapatan 
Desa. 

17. B a n g u n G u n a Serah ada lah Pemanfaatan Ba rang Milik Desa berupa tanah 
oleh p ihak la in dengan c a r a mendir ikan bangunan dan/atau s a r a n a ber ikut 
fas i l i tasnya, kemud ian d idayagunakan oleh p ihak l a in tersebut da lam 
j a n g k a w a k t u tertentu yang telah disepakati , u n t u k se lan jutnya d i se rahkan 
kembal i t anah beserta bangunan dan/a tau s a r a n a ber ikut fas i l i tasnya 
setelah be rakh i rnya j a n g k a w a k t u . 

18. Bangun Se rah G u n a ada lah Pemanfaatan Ba rang Mil ik Desa berupa t anah 
oleh p ihak la in dengan c a r a mendir ikan bangunan dan/atau s a r a n a ber ikut 
fasi l i tasnya, dan setelah selesai pembangunannya d i se rahkan kepada 
Pemer intahan Desa u n t u k d idayagunakan da lam j a n g k a w a k t u tertentu 
yang disepakat i . 

19. Pengamanan ada lah Proses, c a r a perbuatan mengamankan aset Desa da lam 
bentuk f isik, h u k u m , dan administrat i f . 

20. Pemel iharaan adalah kegiatan yang di l a k u k a n agar s emua aset Desa se la lu 
da lam keadaan baik da lam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

2 1 . Penghapusan ada lah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dar i 
b u k u data inventar is desa dengan keputusan kepala desa u n t u k 
membebaskan Pengelolaan Barang , Pengguna Barang , dan/ atau k u a s a 
pengguna barang dar i tanggung jawab admin is t ras i dan f is ik a tas barang 
yang berada da lam pengguasaannya. 

22 . Pemindahtanganan ada lah pengal ihan kepemi l ikan aset Desa. 

23 . T u k a r m e n u k a r ada lah pemindahtanganan kepemi l ikan aset Desa yang 
d i l akukan an ta ra pemerintah desa dengan p ihak la in dengan 
penggantiannya da lam bentuk barang. 

24. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada p ihak la in dengan 
mener ima penggantian da lam bentuk uang. 

25 . Penyertaan Modal Pemerintah Desa ada lah pemindahtanganan aset Desa 
yang semula merupakan kekayaan yang t idak d ip i sahkan menjadi kekayaan 
yang d ip i sahkan u n t u k diperhi tungkan sebagai modal Desa da lam 
BUMDesa . 
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26. Penatausahaan adalah rangka ian kegiatan yang di l a k u k a n mel iputi 
pembukuan , inventar isas i dan pelaporan aset Desa sesua i dengan 
ketentuan yang ber laku. 

27. Pelaporan ada lah penyaj ian keterangan berupa informasi terkait dengan 
keadaan objektif aset Desa . 

28 . Peni la ian ada lah sua tu proses kegiatan pengukuran yang d idasarkan pada 
data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis 
tertentu u n t u k memperoleh n i la i aset Desa. 

29. T a n a h Desa ada lah t a n a h yang d ikuasa i dan a tau d imi l ik i oleh Pemerintah 
Desa sebagai sa lah sa tu sumber pendapatan as l i desa dan/a tau u n t u k 
kepentingan sosial . 

30. Inventar isas i ada lah kegiatan u n t u k me l akukan pendataan, pencatatan, dan 
pelaporan h a s i l pendataan aset Desa. 

3 1 . Kodef ikasi ada lah pemberian kode barang pada aset Desa da lam rangka 
pengamanan dan kepast ian s ta tus kepemi l ikan. 

(1) J e n i s aset desa terdiri atas : 

a . kekayaan as l i desa; 

b. kekayaan mi l ik desa yang dibeli a t a u diperoleh a tas beban APBDesa ; 

c. kekayaan desa yang diperoleh dar i h ibah dan sumbangan a tau yang 

sejenis; 

d. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pe laksanaan dar i 

per janj ian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan 

undang-undang; 

e. h a s i l ker ja s a m a desa; dan 

f. kekayaan desa yang berasal dar i perolehan la in yang s ah . 

(2) Kekayaan as l i desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a , terdiri 
atas : 

a . t anah k a s desa; 

b. pasar desa; 

c. pasar hewan; 

d. tambatan perahu; 

e. bangunan desa; 

f. pelelangan i k a n yang dikelola oleh desa; 

g. pelelangan has i l pertanian; 

h . h u t a n mi l ik desa; 

i . m a t a a i r mi l ik desa; 

j . pemandian u m u m ; dan 

k. Ia in- la in kekayaan as l i desa. 

Pasa l 2 



B A B II 

P E N G E L O L A A N 

Pasa l 3 

Pengelolaan aset desa d i l aksanakan berdasarkan a sas fungsional, kepast ian 
h u k u m , t ransparans i dan keterbukaan, efisiensi, akuntabi l i tas , dan kepast ian 
n i l a i . 

Pasa l 4 

(1) Kepa la Desa sebagai pemegang k e k u a s a a n pengelolaan aset desa berwenang 
dan bertanggung j awab atas pengelolaan aset desa yang se lanjutnya disebut 
pengelola aset desa. 

(2) Kepa la Desa sebagai pemegang k e k u a s a a n pengelolaan aset desa 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1), mempunya i wewenang dan tanggung 
j awab : 
a . menetapkan kebi jakan pengelolaan aset desa; 
b. menetapkan pembantu pengelola dan Pengurus aset desa; 
c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan a tau pemindahtanganan aset 

desa; 
d. menetapkan kebi jakan pengamanan aset desa; 
e. mengajukan u s u l pengadaan, pemindahtanganan dan a tau penghapusan 

aset desa yang bersifat strategis mela lui musyawarah desa; 
f. menyetujui u s u l pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesua i 

batas kewenangan; d a n 
g. menyetujui u s u l pemanfaatan aset desa sela in tanah dan/atau bangunan. 

(3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f 
e, berupa t anah k a s desa, t anah ulayat, pasar desa, pasar he w a n , tambatan 
perahu, bangunan desa, pelelangan i k a n , pelelangan has i l per tanian, h u t a n 
mi l ik desa, ma ta a i r mi l ik desa, pemandian u m u m , dan aset l a innya mi l ik 
desa. 

(4) Da lam me laksanakan k e k u a s a a n sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
Kepa la Desa dapat menguasakan sebagian k e k u a s a a n pengelolaan aset desa 
kepada Perangkat Desa. 

(5) Perangkat Desa sebagaimana d imaksud ayat (4) terdiri dar i : 
a . Sekretar is Desa se laku pembantu pengelola aset desa; dan 
b. U n s u r Perangkat Desa sebagai Pengurus aset desa. 

(6) Pengurus aset Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (5) h u r u f b, berasal 
dar i Kepa la U r u s a n . 

Pasa l 5 

(1) Sekretar is Desa se laku pembantu pengelola aset desa sebagaimana 
d imaksud da lam Pasa l 4 ayat (5) h u r u f a , berwenang dan bertanggung jawab : 
a . meneliti rencana kebutuhan aset desa; 
b. menelit i r encana kebutuhan pemel iharan aset desa; 
c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan 

pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa; 
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d. me l akukan koordinasi da lam pe laksanaan inventar isas i aset desa;dan 
e. m e l a k u k a n pengawasan dan pengendalian a tas pengelolaan aset desa. 

(2) Pengurus aset desa sebagaimana d imaksud pada Pasa l 4 ayat (5) h u r u f b, 
bertugas dan bertanggung j awab : 
a . mengajukan rencana kebutuhan aset desa; 
b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang 

diperoleh dar i beban A P B D e s a dan perolehan l a innya yang s a h kepada 
Kepa la Desa; 

c. me l akukan inventar isas i aset desa; 
d. mengamankan dan memel ihara aset desa yang dikelolanya; dan 
e. m e n y u s u n dan menyampa ikan laporan aset desa. 

Pasa l 6 

(1) Aset desa yang berupa t anah disert i f ikatkan a tas n a m a Pemerintah Desa. 

(2) Aset desa berupa bangunan h a r u s di lengkapi dengan bukt i s ta tus 
kepemi l ikan dan d i t a tausahakan secara tertib. 

(3) Aset desa dapat d i a su rans i kan sesua i kemampuan keuangan desa dan 
d i l aksanakan sesua i ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Aset desa di larang u n t u k d i se rahkan kepada p ihak la in sebagai pembayaran 
a tas tagihan kepada Pemerintah Desa. 

(5) Aset desa di larang digadaikan a tau di jadikan j a m i n a n u n t u k tu juan apapun. 

Pasa l 7 

Pengelolaan aset Desa meliputi : 
a . perencanaan; 
b. pengadaan; 
c. penggunaan; 
d. pemanfaatan; 
e. pengamanan; 
f. pemel iharaan; 
g. penghapusan; 
h . pemindahtanganan; 
i . penatausahaan; 
j . pelaporan; 
k. peni la ian; 
L pembinaan; 
m. pengawasan; dan 
n . Pengendalian 

Paragraf Kesa tu 
Perencanaan 

Pasa l 8 

(1) Perencanaan aset desa sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 7 h u r u f a , 
d i tuangkan dalam Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Desa 
(RPJMDesa) u n t u k kebutuhan 6 (enam) t a h u n . 

(2) Perencanaan kebutuhan aset desa u n t u k kebutuhan 1 (satu) t a h u n 
d i tuangkan dalam Rencana Ker ja Pemer intahan Desa (RKPDesa) dan 



ditetapkan dalam A P B D e s a setelah memperhat ikan ketersediaan aset desa 
yang ada dan kebutuhan Pemerintahan Desa. 

Paragraf Kedua 
Pengadaan 

Pasa l 9 

(1) Pengadaan aset desa sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 7 h u r u f b, 
d i l aksanakan berdasarkan pr ins ip efisien, efektif, t ransparan dan terbuka, 
bersaing, adi l/t idak d iskr iminat i f dan akuntabe l . 

(2) Pengadaan barang/jasa di desa d iu tamakan d i l aksanakan secara swakelo la 
oleh anggota masyarakat , kecua l i u n t u k pengadaan yang bersifat k h u s u s 
dan membutuhkan keah l ian a tau keterampi lan tertentu. 

(3) Pengadaan barang/jasa di desa d iu tamakan d i l aksanakan secara swakelo la 
oleh anggota masyarakat , kecual i u n t u k pengadaan yang bersifat k h u s u s 
dan membutuhkan keah l i an a tau keterampi lan tertentu. 

(4) Pengadaan barang/jasa di desa berpedoman pada Peraturan Bupa t i tentang 
Pengadaan Barang/ jasa di desa. 

Paragraf Ketiga 
Penggunaan 

Pasa l 10 

(1) Penggunaan aset Desa sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 7 h u r u f c, 
d i tetapkan da lam rangka mendukung penyelenggaraan Pemer intahan Desa. 

(2) S t a tus penggunaan aset Desa ditetapkan setiap t ahun dengan Keputusan 
Kepala Desa. 

(3) Penetapan s ta tus penggunaan aset desa d i l a k u k a n setelah se lesainya 
proses pengadaan barang/jasa u n t u k kemudian dicatat da lam B u k u 
Inventar is Aset Desa. 

Paragraf Keempat 
Pemanfaatan 

Pasa l 11 

Pemanfaatan aset desa sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 7 h u r u f d, h a n y a 
dapat d i l aksanakan sepanjang aset tersebut t idak d ipergunakan langsung 
u n t u k menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

(1) B e n t u k pemanfaatan aset Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
berupa: 
a . sewa, 
b. p in jam paka i ; 
c. ker jasama pemanfaatan; dan 
d. bangun guna serah a tau bangun serah guna. 

(2) Pemanfaatan aset desa sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i tetapkan 
da lam Peraturan Desa. 
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Pasa l 12 

(1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 
11 ayat (2) h u r u f a , t idak merubah s ta tus kepemi l ikan aset desa. 

(2) J a n g k a w a k t u sewa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) pal ing l ama 3 
(tiga) t a h u n dan dapat diperpanjang. 

(3) Sewa aset desa d i l aksanakan berdasarkan perjanj ian yang sekurang-
kurangnya memuat: 
a . pa ra p ihak yang ter ikat da lam perjanj ian; 
b. objek perjanjian sewa; 
c. j en i s , l uas a tau j u m l a h barang, besaran sewa dan j a n g k a w a k t u ; 
d. tanggung j awab penyewa a tas b iaya operasional dan pemel iharaan 

se lama j a n g k a w a k t u sewa; 
e. h a k dan kewaj iban para pihak; 
f. kewaj iban penyewa mengembal ikan aset da lam keadaan baik; 
g. keadaan d i luar kemampuan pa ra p ihak fjbrce majeure); dan 
h . persyaratan la in yang dianggap perlu. 

Pasa l 13 

(1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam paka i sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 11 ayat (2) h u r u f b h a n y a dapat d i l aksanakan an ta ra Pemerintah 
Desa dengan Pemerintah Desa l a innya ser ta Lembaga Kemasyaraka tan 
Desa. 

(2) P in jam paka i aset desa sebagaimana ayat (1), d ikecua l ikan u n t u k tanah , 
bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor. 

(3) J a n g k a w a k t u p in jam paka i aset desa pal ing l ama 7 (tujuh) ha r i dan dapat 
diperpanjang. 

(4) P ihak kedua a tau peminjam paka i aset desa di larang menyerahkan , 
me l impahkan, menggadaikan dan men jaminkan aset desa kepada p ihak 
manapun . 

(5) P injam paka i aset desa d i l aksanakan berdasarkan perjanjian yang 
sekurang - k u r a n g n y a memuat : 
a . pa ra p ihak yang ter ikat da lam perjanj ian; 
b. j e n i s a t au j u m l a h barang yang d ip in jamkan; 
c. j angka w a k t u pinjam paka i ; 
d. tanggung j awab peminjam a tas b iaya operasional dan pemel iharaan 

se lama j angka w a k t u peminjam a n ; 
e. h a k dan kewajiban para p ihak; 
f. keadaan d i luar k emampuan para p ihak (force majeure); dan 
g. persyaratan la in yang d i anggap per lu. 

Pasa l 14 

(1) Ker jasama pemanfaatan sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 11 ayat (2) 
h u r u f c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan p ihak la in 
d i l aksanakan da lam rangka: 

a . mengoptimalkan daya guna dan has i l guna aset desa;dan 
b. meningkatkan pendapatan desa. 
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(2) Ker ja S a m a Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/a tau bangunan 
dengan p ihak la in sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l aksanakan 
dengan ketentuan: 

a . t idak tersedia a t au t idak c u k u p tersedia dana da lam A P B D e s a u n t u k 
memenuhi b iaya operasional, pemel iharaan, dan/atau perba ikan yang 
d iper lukan terhadap t a n a h dan bangunan tersebut; 

b. p ihak la in sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i larang men jaminkan 
a tau menggadaikan aset desa yang menjadi objek ker jasama 
pemanfaatan; 

(3) P ihak la in sebagaimana d imaksud pada ayat (1) memi l ik i kewaj iban, an ta ra 

a. membayar kontr ibus i tetap setiap t ahun se lama j angka w a k t u 
pengoperasian yang te lah ditetapkan dan pembagian keuntungan has i l 
Ker ja S a m a Pemanfaatan mela lu i rekening K a s Desa; 

b. membayar s emua biaya pers iapan dan pe laksanaan ker ja s a m a 
pemanfaatan; dan 

c. j a n g k a w a k t u ker jasama pemanfaatan pal ing l ama 15 ( l ima belas) t a h u n 
sejak perjanjian di tandatangani dan dapat diperpanjang. 

(4) Pe laksanaan ker jasama pemanfaatan atas tanah dan/a tau bangunan 
ditetapkan da lam sura t perjanjian yang memuat : 

a . pa ra p ihak yang ter ikat da lam perjanj ian; 

b. objek ker jasama pemanfaatan; 

c. j a n g k a w a k t u ; 

d. h a k dan kewaj iban para pihak; 

e. penyelesaian persel is ihan; 

f. keadaan d i luar k emampuan para p ihak (force majeure); dan 

g. pen in jauan pe laksanaan perjanjian. 

(1) Bangun guna serah a tau bangun serah guna sebagaimana d imaksud pada 
Pasa l 11 ayat (2) h u r u f d berupa tanah dengan p ihak la in d i l aksanakan 
dengan pert imbangan: 

a . Pemerintah Desa memer lukan bangunan dan fasi l i tas bagi 
penyelenggaraan pemer intahan desa; dan/a tau 

b. t idak tersedia dana da lam APBDesa u n t u k penyediaan bangunan dan 
fasi l i tas tersebut. 

(2) P ihak la in sebagaimana d imaksud pada ayat (1) se lama j a n g k a w a k t u 
pengoperasian memi l ik i kewaj iban, an ta ra la in : 

a . membayar kontr ibus i ke rekening k a s Desa setiap tahun ;dan 

b. memel ihara objek bangun guna serah a tau bangun serah guna. 

(3) Kontr ibus i sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f a , besarannya 
ditetapkan berdasarkan h a s i l perhi tungan t im penilai yang dibentuk oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten K a p u a s H u l u . 

la in : 

Pasa l 15 
1> 



(4) P ihak la in sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i larang men jaminkan , 
menggadaikan, a t au memindahtangankan t anah yang menjadi objek 
bangun guna serah a t a u bangun serah guna. 

(5) P ihak la in sebagaimana d imaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya 
yang berkenaan dengan pers iapan dan pe laksanaan penyusunan sura t 
perjanj ian, dan konsu l tan pe laksana. 

(1) J a n g k a w a k t u bangun guna serah a tau bangun serah guna pal ing l ama 20 
t a h u n (dua p u l u h tahun) dan dapat diperpanjang. 

(2) Perpanjangan w a k t u bangun guna serah a tau bangun serah guna 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) setelah terlebih d a h u l u d i l a k u k a n 
eva luas i oleh T im yang d ibentuk Kepala Desa dan difasi l i tasi oleh 
Pemerintah Kabupaten Kabupaten K a p u a s H u l u . 

(3) Da lam h a l j a n g k a w a k t u bangun guna serah a tau bangun serah guna 
diperpanjang, pemanfaatan d i l akukan mela lu i Ker jasama Pemanfaatan 
sebagaimana diatur da lam Pasa l 14. 

(4) B a n g u n guna serah a tau bangun serah guna d i l aksanakan berdasarkan 
su ra t perjanj ian yang sekurang-kurangnya memuat: 
a . P a ra p ihak yang ter ikat da lam perjanj ian; 
b. objek bangun guna serah; 
c. j a n g k a w a k t u bangun para p ihak yang ter ikat da lam perjanj ian; 
d. penyelesaiaan perse l is ihan; 
e. keadaan d i luar kemampuan para p ihak (force majeure); dan 
f. persyaratan la in yang d i anggap per lu; 
g. B a n g u n a n dan fas i l i tasnya yang menjadi bagian has i l dar i pe laksanaan 

bangun guna serah a t a u bangun serah guna h a r u s dilengkapi dengan 
Iz in Mendir ikan B a n g u n a n (1MB) a tas n a m a Pemerintah Desa. 

Pemanfaatan mela lu i ker jasama pemanfaatan, bangun guna serah a tau 
bangun se rah guna sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 14 dan Pasa l 15 
d i l aksanakan setelah mendapat i j in tertul is dar i Bupa t i . 

Has i l pemanfaatan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 12, Pasa l 14 dan Pasa l 
15 merupakan pendapatan desa dan wajib m a s u k ke rekening K a s Desa. 

(1) Pengamanan aset desa sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 7 h u r u f e, 
wajib d i l a k u k a n oleh Kepa la Desa dan Perangkat Desa . 

(2) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), me l i pu t i : 
a . admin is t ras i an ta ra la in pembukuan , inventar isas i , pelaporan dan 

peny impanan dokumen kepemi l ikan; 

Pasa l 16 

Pasa l 17 

Pasa l 18 

Paragraf Ke l ima 
Pengamanan 

Pasa l 19 



b. f is ik u n t u k mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, p enurunan 
j u m l a h barang dan h i langnya barang; 

c. pengamanan fisik u n t u k tanah dan bangunan d i l a k u k a n dengan ca ra 
pemagaran, pemasangan tanda batas dan papan pengumuman n a m a 
t anah mi l ik desa; 

d. se la in t anah dan bangunan sebagaimana d imaksud pada h u r u f c 
d i l a k u k a n dengan c a r a peny impanan dan pemel iharaan; dan 

e. pengamanan h u k u m an ta ra l a in dengan meny impan dan melengkapi 
buk t i s ta tus kepemi l ikan. 

(3) B i a y a Pengamanan aset Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
d ibebankan pada APBDesa . 

Paragraf Keenam 
Pemel iharaan 

Pasa l 20 

(1) Pemel iharaan aset Desa sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 7 h u r u f f, 
wajib d i l a k u k a n oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

(2) Pemel iharaan aset desa d i l a k u k a n u n t u k memper tahankan, 
meningkatkan, meningkatkan fungsi dan manfaat aset desa. 

(3) B i a y a pemel iharaan aset desa d ibebankan pada APBDesa . 

Paragraf Ke tu juh 
Penghapusan 

Pasa l 2 1 

(1) Penghapusan aset desa sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 7 h u r u f g 
merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dar i b u k u data 
inventar is desa. 

(2) Penghapusan aset desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan 
da lam h a l aset desa k a r e n a terjadinya, an ta ra la in : 

a . beral ih kepemi l ikan; 

b. pemusnahan ; a t au 

c. sebab la in . 

(3) Penghapusan aset desa yang beral ih kepemi l ikan sebagaimana d imaksud 
pada ayat (2) h u r u f a , a n t a r a la in : 

a . pemindahtanganan a tas aset desa kepada p ihak la in ; 

b. p u t u s a n pengadilan yang te lah berkekuatan h u k u m tetap; a t au 

c. Desa yang kehi langan h a k sebagai ak ibat dar i p u t u s a n pengadilan 

sebagaimana pada h u r u f b, wajib menghapus dar i daftar inventar is aset 

mi l ik desa. 

(4) P emusnahan aset desa sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f b, 
dengan ketentuan: 



a. berupa aset yang sudah t idak dapat d imanfaatkan dan/a tau t idak 
memi l ik i n i l a i ekonomis, an ta ra la in meja, k u r s i , komputer; 

b. p emusnahan d i l akukan dengan ca ra dibakar, d ikubur , d i hancurkan , 
ditenggelamkan, d i l a ru tkan a tau dengan c a r a la in ; dan 

c. d ibua tkan Ber i ta Aca ra pemusnahan sebagai dasar penetapan 
kepu tusan Kepala Desa tentang Pemusnahan . 

(5) Penghapusan aset desa k a r e n a terjadinya sebab la in sebagaimana 
d imaksud pada ayat 2 h u r u f c, an ta ra la in : 

a . h i lang; 

b. kecur ian ; a t au 

c. terbakar; 

(6) Da l am h a l terjadi kehi langan, kecur ian dan terbakar m a k a Pemerintah 
Desa a tau pemakai aset desa h a r u s melaporkan terlebih dahu lu kepada 
aparat berwajib/penegak h u k u m u n t u k memperoleh keputusan h u k u m 
sebelum d i l akukan proses penghapusan. 

Pasa l 22 

Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana d imaksud da lam 
Pasa l 21 ayat (3) terlebih d a h u l u d ibuatkan Ber i t a Aca ra dan ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupa t i . 

Pasa l 23 

(1) Penghapusan aset Desa sela in sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 22 
t idak perlu mendapat persetujuan Bupa t i . 

(2) Penghapusan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terlebih d a h u l u dibuat 
Ber i ta Aca ra dan di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

Pasa l 24 

(1) Aset mi l ik desa yang desa-nya d ihapus sebagai dampak pembangunan 
seperti waduk, uang penggantinya d iserahkan kepada Pemerintah 
Kabupaten K a p u a s H u l u sebagai pendapatan daerah. 

(2) Aset mi l ik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti 
waduk, uang penggantinya menjadi mi l ik desa. 

(3) Uang pengganti sebagaimana d imaksud pada ayat (2) merupakan 
pendapatan desa yang penggunaannya dipr ior i taskan u n t u k 
pembangunan s a r a n a p rasa rana desa. 

(4) Aset mi l ik desa yang desa-nya d ihapus dan/a tau digabung da lam rangka 
penataan desa, aset desa yang desa-nya d ihapus menjadi mi l ik desa yang 
digabung. 

Paragraf Kedelapan 
Pemindahtanganan 

Pasa l 25 

(1) B e n t u k Pemindahtanganan aset desa sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 
7 h u r u f h , mel iputi : 

f 



a . t uka r menukar ; 

b. penjualan ;dan 

c. penyertaan modal Pemerintah Desa. 

(2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) berupa 
T a n a h dan/atau bangunan mi l ik desa h a n y a d i l akukan dengan tuka r 
menukar dan penyertaan modal. 

(3) Pemindahtanganan ada lah proses yang d i l akukan sebelum proses 
penghapusan aset dar i B u k u Inventar is Desa . 

Pasa l 26 

Aset desa dapat di jual sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 25 ayat (1) h u r u f b, 
apabi la: 

a . aset desa t idak memi l ik i n i la i manfaat dan/a tau ni la i ekonomis da lam 
mendukung penyelenggaraan Pemer intahan Desa; 

b. aset desa berupa t anaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh 
Pemer intahan Desa, seperti pohon j a t i , merant i , bambu, sapi , kambing dan 
la innya ; 

c. pen jua lan aset sebagaimana d imaksud da lam h u r u f a dan h u r u f b dapat 
d i l a k u k a n mela lui penjualan langsung dan/a tau lelang; 

d. penjualan langsung sebagaimana d imaksud da lam h u r u f c a n t a r a l a in meja, 
k u r s i , komputer, mes in t ik ser ta t anaman tumbuhan dan ternak; 

e. penjualan mela lui lelang sebagaimana d imaksud dalam h u r u f c a n t a r a l a in 
kendaraan bermotor, peralatan mesin; 

f. penjualan sebagaimana d imaksud dalam h u r u f d dan h u r u f e dilengkapi 
dengan bukt i penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa 
tentang Penjualan; 

g. uang h a s i l penjualan sebagaimana d imaksud da lam h u r u f d dan h u r u f e 
d imasukkan dalam rekening k a s desa sebagai pendapatan as l i desa. 

(1) penyertaan modal Pemerintah Desa a tas aset desa sebagaimana d imaksud 
da lam Pasa l 25 ayat (1) h u r u f c, d i l akukan dalam rangka pendir ian, 
pengembangan dan peningkatan k iner ja B a d a n U s a h a Mil ik Desa 
(BUMDesa) . 

(2) penyertaan modal sebagaimana d imaksud ayat (1) berupa T a n a h K a s Desa. 

(1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur da lam 
Pasa l 10 h a r u s di inventar is ir da lam b u k u inventar is aset desa dan diberi 
kodefikasi. 

(2) Kodefikasi sebagaimana d imaksud ayat (1) d ia tur da lam pedoman u m u m 
mengenai kodefikasi aset desa. 

Pasa l 27 

Paragraf Kesembi lan 
Penatau sahaan 

Pasa l 28 



(3) B u k u Inventar is Aset Desa ada lah b u k u yang mencatat daftar aset desa 
berdasarkan tanggal perolehan/pembelian barang. 

(4) B u k u I n d u k Inventar is Aset Desa ada lah gabungan dar i b u k u inventar is 
aset desa dan dibuat per t a h u n . 

Paragraf Kesepu luh 
Peni la ian 

Pasa l 29 

Pemerintah Kabupaten K a p u a s H u l u bersama Pemerintah Desa me l akukan 
inventar isas i dan peni la ian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang ber laku. 

Pasa l 30 

Peni la ian aset desa sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 29 da lam rangka 
pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa t anah dan/a tau bangunan 
d i l akukan oleh Penilai Pemerintah a tau Peni lai Publ ik. 

Pasa l 31 

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa, Format Ber i ta 
Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa ser ta Format 
B u k u Inventar is Aset Desa sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 10 ayat (2), Pasa l 
22 , Pasa l 23 ayat (2) dan Pasa l 28 ayat (1) t e rcantum da lam Lamp i ran yang 
merupakan bagian t idak te rp isahkan dar i Peraturan Bupa t i in i . 

B A B I I I 
T U K A R MENUKAR 

Pasa l 32 

Pemindahtanganan aset Desa berupa t anah mela lui tuka r menukar 
sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 25 ayat (1) h u r u f a terdir i dar i : 

a . u n t u k kepentingan u m u m ; 

b. b u k a n u n t u k kepentingan u m u m ; dan 

c. t anah k a s desa sela in u n t u k kepentingan u m u m dan b u k a n u n t u k 

kepentingan u m u m . 

Bag ian Kesatu 
U n t u k Kepentingan U m u m 

Pasa l 33 

(1) T u k a r menukar aset desa berupa t anah u n t u k pembangunan bagi 
kepentingan u m u m sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 32 h u r u f a , 
d i l akukan sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) T u k a r menukar sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l a k u k a n dengan 
ketentuan: 

a . t uka r menukar d i l a k u k a n setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi 
sesua i harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan n i la i 
wajar has i l perhitungan tenaga penilai ; 

/ 



b. apabi la t anah pengganti belum tersedia m a k a terhadap t a n a h pengganti 
terlebih dahu lu dapat diber ikan berupa uang; 

c. penggantian berupa uang sebagaimana d imaksud da lam h u r u f b h a r u s 
d igunakan u n t u k membeli t anah pengganti yang seni lai ; 

d. t a n a h pengganti sebagaimana d imaksud da lam h u r u f c d iu tamakan 
berlokasi di Desa setempat; dan 

e. apabi la lokasi t anah pengganti t idak tersedia d i Desa setempat 
sebagaimana d imaksud da lam h u r u f d, t anah pengganti dapat berlokasi 
da lam sa tu Kecamatan dan/atau Desa d ikecamatan la in yang 
berbatasan langsung. 

(1) T u k a r menukar t anah mi l ik desa sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 33 
d i l akukan dengan tahapan: 

a . Kepa la Desa menyampaikan sura t kepada Bupa t i terkait has i l 

Musyawarah Desa tentang tuka r menukar tanah mi l ik Desa dengan 

calon lokas i t anah pengganti berada pada desa setempat; dan 

b. Kepa la Desa menyampaikan permohonan i j in kepada Bupa t i , u n t u k 

se lan jutnya Bupa t i meneruskan permohonan i j in kepada Gubernur . 

(2) Apabi la lokas i t anah pengganti t idak tersedia di desa setempat 
sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 33 h u r u f e d i l akukan dengan 

a . B u p a t i me l akukan t in jauan lapangan dan veri f ikasi da ta u n t u k 

mendapatkan kebenaran materi i l dan formil yang d i tuangkan da lam 

berita acara ; 

b. h a s i l t in jauan lapangan dan veri f ikasi da ta sebagaimana d imaksud 

da lam h u r u f b d i sampa ikan kepada Gubernur sebagai b a h a n 

pert imbangan pemberian persetujuan; dan 

c. setelah Gubernur member ikan persetujuan, se lanjutnya Kepala Desa 

menetapkan Peraturan Desa tentang tuka r menukar t anah mi l ik desa. 

(1) T in j auan lapangan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 34 ayat (2) 
d i l akukan u n t u k mel ihat dan mengetahui secara materi i l kondis i f isik 
lokas i t anah mi l ik desa dan lokasi calon pengganti t anah mi l ik desa. 

(2) Ver i f ikasi data sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 34 ayat (2) d i l a k u k a n 
u n t u k memperoleh bukt i formil mela lu i pertemuan di desa yang d ihadir i 
oleh u n s u r dar i Pemerintah Desa, B P D , p ihak yang me l akukan tuka r 
menukar , p ihak pemil ik t anah yang d igunakan u n t u k t anah pengganti, 
aparat Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Kapuas H u l u dan Pemerintah 
Provinsi Ka l imantan Bara t , serta p ihak dan/a tau ins tans i terkait l a innya . 

(3) Has i l T i n j auan lapangan dan veri f ikasi da ta sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) d imuat da lam Ber i ta Aca ra yang ditandatangani oleh 
para p ihak dan/a tau ins tans i terkait l a innya . 

Pasa l 34 

tahapan: 

Pasa l 35 



(4) Ber i ta Acara sebagaimana d imaksud pada ayat (2) memuat antara l a in : 

a . has i l musyawarah desa; 

b. letak, l uasan , harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan 

penggunaannya; dan 

c. bukt i kepemi l ikan t anah desa yang d i tukar dan penggantinya. 

Pasa l 36 

(1) Gan t i rugi berupa uang sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 33 ayat (2) 
h u r u f b, apabi la dibel ikan tanah pengganti dan terdapat se l is ih s i s a uang 
yang relati f sedikit a t au uang ganti rugi relati f kec i l dapat d igunakan 
selain u n t u k tanah. 

(2) Be sa ran dan penggunaan sel is ih s i s a uang sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) d ia tur oleh Bupa t i . 

(3) Se l i s ih uang sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i m a s u k k a n da lam K a s 
Desa dan penggunaannya ditetapkan da lam APBDesa . 

Bag ian Kedua 
B u k a n Kepentingan U m u m 

Pasa l 37 

(1) T u k a r menukar tanah mi l ik desa b u k a n u n t u k pembangunan kepentingan 
u m u m sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 32 h u r u f b h a n y a dapat 
d i l a k u k a n apabi la ada kepentingan nas iona l yang lebih penting dan 
strategis dengan tetap memperhat ikan dan menyesua ikan rencana tata 
ruang wi layah (RTRW). 

(2) Kepentingan nas iona l yang lebih penting dan strategis sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) seperti pengembangan k a w a s a n industr i dan 
perumahan. 

(3) T u k a r menukar sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan dengan 
ketentuan: 

a . t uka r menukar d i l akukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi 

sesua i harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan ni la i 

wajar has i l perhitungan tenaga penilai ; 

b. t anah pengganti d iu tamakan berlokasi di desa setempat; dan 

c. apabi la lokas i t anah pengganti t idak tersedia di desa setempat 

sebagaimana d imaksud da lam h u r u f b, t anah pengganti dapat berlokasi 

da lam sa tu kecamatan dan/atau desa di kecamatan la in yang 

berbatasan langsung. 

Pasa l 38 

(1) T u k a r m e n u k a r tanah mi l ik desa sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 38 
ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut: 

a . d i tetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar T a n a h mi l ik 

desa; 

t 



b. Peraturan Desa sebagaimana d imaksud dalam h u r u f a di tetapkan 

setelah mendapat i j in dar i Bupa t i , Gubernur , dan persetujuan Menteri; 

c. sebelum Bupa t i menerbi tkan i j in sebagaimana d imaksud da lam h u r u f b, 

terlebih dahu lu membentuk T i m Ka j ian Kabupaten; 

d. T i m Ka j ian Kabupaten sebagaimana d imaksud da lam h u r u f c 

keanggotaannya terdiri dar i S a t u a n Ker ja Perangkat Daerah (SKPD) 

terkait yang d i sesua ikan dengan kebu tuhan serta di tetapkan dengan 

Keputusan Bupa t i ; 

e. T i m Ka j ian Kabupaten sebagaimana d imaksud da lam h u r u f d dengan 

mengikutser takan tenaga peni lai ; 

f. T i m Ka j ian Kabupaten sebagaimana d imaksud da lam h u r u f e 

m e l a k u k a n pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa, 

menguntungkan desa, dan t idak merugikan aset desa; dan 

g. h a s i l ka j ian sebagaimana d imaksud da lam h u r u f f sebagai bahan 

pertimbangan; dan 

h . has i l ka j i an sebagaimana d imaksud da lam h u r u f g d i sampa ikan kepada 

Gubernur u n t u k permohonan i j in . 

(1) T a n a h mi l ik Desa berada di L u a r Desa a tau tanah mi l ik desa t idak sa tu 
hamparan yang terhimpit oleh h a m par a n tanah p ihak la in dan/atau tanah 
mi l ik desa yang di da lamnya terdapat t anah p ihak la in dapat d i l akukan 
tuka r m e n u k a r ke lokas i desa setempat. 

(2) T u k a r m e n u k a r t anah mi l ik desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
da lam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaannya agar lebih berdaya 
guna dan berhasi l guna. 

(3) T u k a r m e n u k a r t anah mi l ik desa sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
dapat d i l a k u k a n dengan ketentuan: 

a . t uka r menukar t anah mi l ik desa d imaksud h a r u s seni la i dengan t anah 

penggantinya dan memperhat ikan n i la i wajar; 

b. di tetapkan dengan Peraturan Desa tentang tuka r menukar T a n a h mi l ik 

desa;dan 

c. Peraturan Desa sebagaimana d imaksud da lam h u r u f a , d i tetapkan 

setelah mendapat i j in dar i Bupa t i . 

Bag ian Ketiga 
T a n a h K a s Desa Se la in U n t u k Kepentingan U m u m 

D a n B u k a n U n t u k Kepentingan U m u m 

Pasa l 39 



Pasa l 40 

Aset desa yang d i tuka rkan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 33 , Pasa l 37 , 
dan Pasa l 39 d ihapus dar i daftar inventar is aset Desa dan penggantinya 
dicatat da lam daftar inventar is aset Desa. 

Pasa l 41 

Pembiayaan admin is t ras i proses tuka r menukar sampai dengan penyelesaian 
sertif ikat t anah desa pengganti sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 33 , Pasa l 
37 , dan Pasa l 39 d ibebankan kepada p ihak pemohon. 

B A B IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasa l 42 

(1) Bupa t i me l akukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa. 

(2) Da lam me l akukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) B u p a t i dapat me l impahkan kepada Camat . 

B A B V 
PEMBIAYAAN 

Pasa l 43 

Da lam rangka pe laksanaan tertib admin is t ras i pengelolaan aset desa, 
pembiayaan d ibebankan pada APBDesa . 

B A B V I 
K E T E N T U A N P E R A L I H A N 

Pasa l 44 

Pengelolaan aset desa k h u s u s n y a yang terkait dengan Pemanfaatan dan 
Pemindahtanganan yang s u d a h berjalan dan/a tau sedang da lam proses 
sebelum di te tapkannya Peraturan Bupa t i in i , tetap dapat d i l aksanakan 
sepanjang t idak bertentangan dengan Peraturan B u p a t i in i . 

B A B V I I 
K E T E N T U A N LAIN-LAIN 

Pasa l 45 

(1) Kekayaan mi l ik Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten K a p u a s H u l u 
berska la lokal Desa yang ada di Desa dapat d ih ibahkan kepemi l ikannya 
kepada Desa. 

(2) Aset Desa yang telah d iambi l a l ih oleh Pemerintah Kabupaten K a p u a s H u l u 
d ikembal ikan kepada Desa, kecua l i yang s u d a h d igunakan u n t u k fasi l i tas 
u m u m . 

(3) Kekayaan mi l ik Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten K a p u a s H u l u 
berska la loka l Desa yang d ih ibahkan kepada Desa ser ta aset Desa yang 
d ikembal ikan kepada Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan (2) 

t 



d i l aksanakan sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang ber laku. 

B A B V I I I 
K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 46 

Pera turan in i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memer in tahkan pengundangan Pera turan 
B u p a t i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten K a p u a s 
H u l u . 

Di te tapkan d i P u t u s s i b a u 

D iundangkan d i K a p u a s H u l u 
pada tanggal 8 *eT j ruaH 2019 

TAHUN 2018 NOMOR 16 



LAMPIRAN 
P E R A T U R A N B U P A T I KAPUAS H U L U 
NOMOR 16 TAHUN 2018 
TENTANG 
P E N G E L O L A A N A S E T D E S A 

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan S t a tus Penggunaan Aset 
Desa, Format Ber i ta Aca ra dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan 
aset Desa, dan Format B u k u Inventar is Aset Desa 

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan S ta tus Penggunaan Aset 
Desa 

D E S A (Nama Desa) 
K A B U P A T E N KAPUAS H U L U 

K E P U T U S A N K E P A L A D E S A (Nama Desa) 
NOMOR TAHUN 

TENTANG 
S T A T U S PENGGUNAAN A S E T D E S A 

K E P A L A D E S A 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa penggunaan Aset Desa d igunakan da lam 
rangka mendukung penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa ; 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 
d imaksud da lam h u r u f a per lu menetapkan 
Keputusan Kepala Desa tentang S t a tus 
Penggunaan Aset Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darura t nomor 3 
T a h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah T ingkat 
I I di Ka l imantan (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 1959 Nomor 72, T a m b a h a n Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5495) ; 

3 . Pera turan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 
tentang Peraturan Pe laksanaan Undang Undang 
Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 
213 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah d iubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 T a h u n 



2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 
Pera turan Pe laksanaan Undang Undang Nomor 6 
t a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 157, 
T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5717) ; 

Pera turan Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2014 
tentang D a n a Desa Yang Bersumber Da r i 
Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Negara 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah d iubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 T a h u n 
2015 tentang Perubahan Atas Pera turan 
Pemerintah Nomor 60 t a h u n 2014 tentang D a n a 
Desa Yang Bersumber Da r i Anggaran Pendapatan 
dan Be lan ja Negara (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2015 Nomor 88, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5694) ; 

Pera turan Menteri Da lam Negeri Nomor 1 T a h u n 
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; 

Peraturan Bupa t i K a p u a s H u l u Nomor 
T a h u n tentang Pengelolaan Aset Desa; 

Dst . 

M E M U T U S K A N ; 

Aset Desa yang diperoleh dar i kekayaan as l i desa, 
A P B D e s a dan perolehan l a innya yang s a h dan 
d igunakan da lam rangka mendukung 
penyelenggaraan Pemer intahan Desa 
sebagaimana terlampir. 

Lamp i ran sebagaimana d imaksud pada D i k t u m 
K E S A T U merupakan bahan u n t u k d i tuangkan 
da lam B u k u Inventar is Aset Desa. 

Aset Desa yang t idak langsung u n t u k mendukung 
penyelenggaraan pemer intahan desa dapat 
d idayagunakan da lam rangka meningkatkan 
pendapatan desa. 

Keputusan Kepala Desa in i mu la i ber laku pada 
tanggal ditetapkan. 

Di te tapkan d i 

pada tanggal 

K E P A L A D E S A (Nama Desa) , 

(Nama T a n p a Gelar dan Pangkat) 



LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KEPALA D E S A (Nama Desa) 
NOMOR 16 TAHUN 2018 
TENTANG 
STATUS PENGGUNAAN A S E T DESA 

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN A S E T DESA 

No. Jen i s 
Barang 

Kode 
Barang 

Asal usu l Barang Ket. No. Jen i s 
Barang 

Kode 
Barang 

Kekayaan 
Asl i Desa 

APBDesa Perolehan Lain 
Yg Sah 

Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 

(Nama Desa) , tanggal 
KEPALA D E S A (Nama Desa), 

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) 
Catatan : 
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 

Petunjuk Pengisian 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor unit 
Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang 
Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang 
Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber 

perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli 
Desa: 

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber 
perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa; 

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber 
perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang 
sah; 

Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting. 

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani 
oleh Kepala Desa. 

f 



B . Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa 

I r B E R I T A A C A R A 
USULAN PENGHAPUSAN A S E T D E S A 

PEMERINTAH DESA (Nama Desa) 
NOMOR 

TAHUN 

Pada Tanggal kami yang tertanda tangan di bawah ini 
selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas 
aset Desa berupa ; ; 

Adapun hasi l pengecekan/penelitian atas aset tersebut 
semua/sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat 
dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, 
sedangkan manfaat pengunaannya untuk kepentingan menunjang 
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan 
biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena i tu , aset tersebut 
d iusulkan untuk dihapus dari B u k u Inventaris Aset Desa Pertahun dan 
B u k u Inventaris Desa. 

Demikian Berita Acara in i kami buat dengan sebenarnya dan 
disampaikan kepada Kepala Desa (Nama Desa) untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Desa , tanggal 
S E K R E T A R I S D E S A Yang Bertanda tangan di bawah ini 

Selaku Pembantu 
Pengelola Aset Desa, Pengelola/Pengurus 

Aset Desa, 

f 



C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa 

D E S A (Nama Desa) 
KABUPATEN KAPUAS HULU 

KEPUTUSAN KEPALA D E S A (Nama Desa) 
NOMOR TAHUN 

TENTANG 
PENGHAPUSAN A S E T INVENTARIS MILIK DESA 

KEPALA D E S A (Nama Desa), 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak 
berat dan tidak efesien lagi penggunaannya untuk 
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, 
perlu dihapuskan dari B u k u Inventaris Aset 
Desa Pertahun dan B u k u Inventaris Desa 
Pemerintah Desa ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 
Keputusan Kepala Desa tentang ; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
I I di Kal imantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495). 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
213, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 



Memperhatikan 

Menetapkan 
PERTAMA 

K E D U A 

K E 

2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. 

5. Peraturan Bupat i Kapuas Hulu Nomor 
Tahun tentang pengelolaan Aset Desa; 

6. Dst ; 

1. Beri ta Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik 
Desa Pemerintah Desa Nomor : 

Tahun ; 

MEMUTUSKAN: 

Menghapus dari B u k u Inventaris Aset Desa 
Pertahun dan B u k u Inventaris Desa Pemerintah 
Desa yang beralih kepemilikan, musnah, 
dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik 
Pemerintah Desa sebagaimana 
tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini . 

Keputusan Kepala Desa in i mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

KEPALA DESA (Nama Desa), 

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) 



LAMPIRAN 
K E P U T U S A N K E P A L A D E S A (Nama Desa) 
NOMOR 16 TAHUN 2018 
TENTANG 
PENGHAPUSAN A S E T INVENTARIS MIL IK D E S A 

DAFTAR A S E T D E S A YANG D IHAPUS 

No Jen is 
Barang 

Banyak 
nya 

Barang 

Asal usu l Barang Tahun 
Perolehan/ 
Pembelian 

Ket. 

Kekayaan 
Asli Desa 

APB 
Desa 

Perolehan 
Lain Yg Sah 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Desa , tanggal 
Petugas/Pengurus Ba rang Mil ik Desa , 

( » 

Ca ta tan : 
Format dapat d i sesua ikan dengan kebutuhan . 

Petunjuk Pengisian 
Kolom 1 : D i is i dengan nomor u ru t ; 
Kolom 2 : D i i s i dengan j en i s barang; 
Kolom 3 : D i i s i dengan banyaknya j u m l a h barang; 
Kolom 4 : D i i s i dengan a s a l u s u l barang berdasarkan Kekayaan 

As l i Desa; 
Kolom 5 : D i is i dengan a s a l u s u l barang berdasarkan APBDesa ; 
Kolom 6 : D i i s i dengan asa l - u s u l barang berdasarkan perolehan 

la in yang sah ; 
Kolom 7 : T a h u n Perolehan/ Pembelian; 
Kolom 8 : Keterangan 

Sete lah d i i s i s e lu ruhnya m a k a pada: 
- k a n a n bawah di is i dengan tanggal pencatatan dan tandatangan 
Petugas/Pengurus B a r a n g Mil ik Desa; 

-k i r i bawah d ike tahui oleh Kepala Desa. 



D. Format B u k u Inventar is Aset Desa 

B U K U INVENTARIS ASET DESA 
PEMERINTAH DESA 

TAHUN 

Kode Lokasi Desa : 
No Jenis 

Barang 
Kode 

Barang 
Identitas 
Barang 

Asal Usui Barang Tanggal 
Perolehan/ 
Pembelian 

Ket. 

APBDesa Perolehan 
Lain Yg 

Sah 

Aset/ 
Kekayaan 
Asli Desa 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

MENGETAHUI : Desa , tanggal 
S E K R E T A R I S DESA PETUGAS/ PENGURUS 

Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa, BARANG MILIK DESA , 

Petunjuk Pengisian 
Kode Lokasi Desa diisi dengan urutan Desa pada Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan; 
Kolom 1 : Diisi dengan nomor unit; 
Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang; 
Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang; 
Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya; 
Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDesa; 
Kolom 6 Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang syah; 
Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/Kekayaan Asli Desa; 
Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang; 
Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting. 
Setelah diisi seluruhnya maka pada : 
- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus 

Barang Milik Desa; 
- kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik 

Desa. 

f 


